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ABSTRACT 

This study aims to analyze the Effect of Regional Size, General Allocation Funds, 

Regional Original Revenue, Valuation of Internal Control Systems, and BPK Audit Opinions 

on the Performance of District and City Governments in Indonesia. This study uses 

secondary data obtained through the website of the Ministry of Home Affairs, Ministry of 

Finance, and Republic of Indonesia BPK. The population in this study was 542, based on the 

purposive sampling method and obtained a sample of 357 regency and city regional 

governments. The analysis tool used is SPSS 15 with a Multiple Linear Regression Analysis 

model. Based on the analysis carried out, the results show that Regional Original Income, 

Internal Control System, and Audi BPK Opinion have a significant effect on the performance 

of local governments. The variable of Regional Size and General Allocation Funds proved to 

have no effect on the Performance of Local Government 

Keywords ; Regional Size, Local Revenue, General Allocation Funds, Internal Control 

Systems, Local Government Performance 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Sebelum dilakukannya desentralisasi segala kegiatan di daerah daerah diatur 

oleh pemerintah pusat sebagai kekuasaan tertinggi, hal tersebut mengakibatkan 

kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di 

daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar. Eksploitasi 
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kekayaan alam yang terjadi di daerah tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan 

pembangunan yang terjadi didaerah tersebut. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya 

berfokus pada pembangunan di daerah pusat saja. Hal ini tentu berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah lain menjadi semakin tertinggal. Tidak 

adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, 

membuat pemerintah pusat kesulitan untuk memantau kegiatan-kegiatan serta 

masalah-masalah yang terjadi di daerah. Hasil penelitian mengenai sebuah konsep 

pemerintahan yang terpusat  menunjukkan bahwa orang yang tinggal di kabupaten 

kota urban relatif lebih puas dari penduduk daerah pedesaan (Rahim and Shirazi, 

2018). Heterogenitas dalam kepuasan ditemukan di provinsi yang berbeda, 

menunjukkan kebutuhan untuk reformasi kelembagaan dan politik.  

Munculnya permasalahan tersebut mendorong pemerintah pusat untuk 

merancang pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang 

di ambil pemerintah pusat untuk mengalihkan berbagai macam kewenangan dan 

kewajiban yang tadinya berada di pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah (PEMDA).  Undang-Undang No.32 tahun 2004 (UU 

No.32/2004) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 

otonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber 

daya yang dimilikinya dan memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik 

sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra 

dan Maryati, 2009). 

Reformasi bertujuan untuk transparansi yang lebih besar dalam transaksi 

pemerintah dan akuntabilitas yang lebih jelas untuk hasil kepada publik. Dengan 

obyektif mengukur kinerja tindakan pemerintah, akuntabilitas menyediakan tingkat 

tertentu jaminan kepada warga bahwa setiap mandat diberikan individu untuk 

bertindak atas nama mereka melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas 

(Akbar, et all., 2015). Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah 

daerah. Pada satu sisi, pemerintah daerah harus siap menerapkan desentralisasi yang 

mana akan memainkan peran melebihi apa yang sebelumnya dijalankan. Berbagai 

perubahan peraturan terakait Otonomi Daerah terjadi akibat dari evaluasi dari 

implementasi Undang Undang (UU) No.32 Tahun 2004 yang belum mencapai format 

ideal. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti: lemahnya kapasitas kelembagaan 

dan pelaku/aktor otonomi daerah, pembimbingan yang kurang intensif, pembinaan 

dan pengawasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kultur birokrasi 

dan aparatur di daerah yang masih belum maksimal. 

Pemerintah daerah terpilih bertanggung jawab kepada pemilih mereka untuk 

keputusan perencanaan, regulasi, pengeluaran dan meningkatkan pendapatan daerah 

dan tunduk kepada hukum negara termasuk pengaturan pendanaan (Pilcher, 2005). 

Maka perlu dilakukan adanya evaluasi kinerja pada penyelenggaraan pemerintah. 

Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah. (Sumarjo, 

2010) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu komponen 

yangApenting dan akan memberikan umpanAbalik atas rencana yang 

telahAdiimplementasikan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2008 (Indonesia, 2008b) 



disebutkan bahwa, salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Kemudian 

dilengkapi denganAPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.73 tahun 

2009 (Menteri Dalam Negeri, 2009) tentang TataACara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

KinerjaAsuatuAorganisasi akan dinilaiAbaik apabila organisasi tersebut 

mampu melaksanakan tugasnya dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

pada bentuk standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Masyarakat mulai 

merespon dan dibuktikan dengan munculnya aspirasi untuk mendapatkan pelayanan 

publik yang baik, serta memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja 

(Hidayat dan Riharjo, 2015). Maka kinerja instansi pemerintah saat ini menjadi 

perhatian publik, karena masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana manfaat yang 

masyarakat peroleh dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. 

Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan dalam 

kompas.com (14 juni 2016) bahwa sejumlah pemerintah daerah, kementerian, atau 

lembaga dinilai belum mengutamakan pemenuhan layanan bagi publik. 

Dalam memberi pelayanan dasar terhadap masyarakat, diperlukannya 

pengawasan dan pemeriksaan yang benar tehadap pengelolaan keuangan daerah 

supaya tidak terjadinya kecurangan dalam mengelola keuangan daerah. Pemeriksaan 

merupakan proses pengidentifikasian masalah, menganalisis, dan mengevaluasi yang 

dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan, untuk menilai kecermatan, kebenaran, kredibilitas, serta keandalan 

informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hal tersebut 

disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2004  menegenai pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.  Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan negara yang terdiri dari 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja 

(Indonesia, 2004c). Pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut nantinya berupa opini, 

temuan, simpulan ataupun berupa rekomendasi (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). 

Pemberlakuannya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 

58 (ayat 2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi 

landasan hukum terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 htentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indonesia, 2008a). Sistem Pengendalian 

Intern dilakukan untuk tujan agar tercapainya tujuan secara efektif, efisien serta 

mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Semakin baik 

Sistem Pengendalian Intern yang dibuat tentu akan menghasilkan kinerja yang baik 

pula bagi jalannya pemerintahan daerah. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah seperti yang 

terlihat dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, tingkat 

kemandirian yang dilihat dari dana alokasi umum yang diterima, pelanggaran 

terhadap sistem pengendalian internal, dan nilai opini audit BPK terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu penelitian yang dilakukan Mustikarini dan 

Fitriasari (2012) 

 



 

Rumusan Masalah 

Apakah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, tingkat 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, nilai opini audit BPK berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Apakah Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah, 

pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, nilai opini 

audit BPK, dan sistem pengendalian internal berpengaruh kinerja pemerintah daerah. 

 

Landasan Teori  

Teori Stewardship 

Donaldson dan Davis, dalam (Riyadi, Slamet, dan Yulianto, 2014), menyatakan 

stewardship theory menggambarkan bahwa setiap manajer tidak termotivasi untuk tujuan 

individunya, tapi lebih bertujuan terhadap sasaran hasil utama mereka bagi kepentingan 

organisasi. Aspek psikologi dan sosiologi yang telah disiapkan pada teori ini dimana 

setiap ekskutif yang merupakan steward lebih termotivasi untuk melakukan sesuai apa 

yang diinginkan prinsipal, selain daripada itu steward juga tidak akan meninggalkan 

organisasinya karena steward akan lebih mengusahakan capaian sasaran organisasinya. 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 

Disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 bahwa 

sumber informasi utama Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ialah 

menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 juga disebutkan EKPPD merupakan suatu proses 

mengumpulkan dan mengaanalisis dengan tersistematis terhadap kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. 

Teori COSO 

Diterbitkannya Internal Control–Integrated Framework pada tahun 1994 oleh 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang 

menyatakan bahwa pengendalian internal adalah pengendalian aktivitas perusahaan 

yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur (COSO, 2013). Teori COSO dapat menjelaskan tentang 

efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. 

Karakteristik Pemerintah Daerah 

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada 

daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain 

(Poerwadarminta dalam Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Semakin besarMkuran 

pemda maka makin besar pula sumber daya yang dimiliki untukMmemberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memilikiMPendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berasal dari berbagai macam sumber. Hal ini yang menjadi kekayaan 

bagi daerah itu sendiri. Setiap pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana 



Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk menjalankan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan keadaan dari masing masing pemerintah daerah. 

Sistem Pengendalian Internal 

SPI merupakan kegiatan pengendalianAterutama atas pengelolaan sistem 

informasi yang bertujuan untuk memastikan ketepatan danAkelengkapanAinformasi. 

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai sistem pengendalian internal untuk 

pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yang 

menyatakan bahwa Sistem_Pengendalian_Intern Pemerintah adalah proses yang 

integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Opini Audit BPK 

Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh 

auditor atas audit laporan keuangan. Dalam paragraf ini auditor menyatakan 

pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalamMsemua hal yang 

material, yang didasarkanMatas kesesuaianMpenyusunan  laporan keuangan tersebut 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaa uang 

dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir 

periode penganggaran. Untuk mendorong proses pengukuran kinerjaMdan pelaporan 

kinerjaMsecara sistematis, pemerintah mempunyaiMsebuah pedomanMpenyusunan 

laporanMkinerja yang disebut laporan akuntabilitas kinerjaMinstansi pemerintah 

(LAKIP). PenyusunanMLAKIP harus mengikuti prinsip pelaporan pada umumnya, 

yaitu laporan harusMdisusun secara jujur, objektif, akuratMdan transparan. 

Penurunan Hipotesis 

Memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat adalah tujuan utama 

dari program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam memberikan 

pelayanan yang baik, harus didukung oleh asset yang baik pula untuk dapat 

menunjang kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh kerena itu, dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai. 

Semakin besar ukuranMPemda maka semakinMbesar sumber daya dan fasilitas yang 

dimiliki untuk memberikanMpelayanan kepada masyarakatMyang diharapkan akan 

dapat meningkatkanMkinerja Pemerintah Daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriasasi, 

2012). Hal ini diperkuat pada hasil penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010), 

Mustikarini dan Fitriasasi (2012) dan juga Utomo, (2015) yang mengatakan ukuran 

Pemda memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten danMkota yang 

ada di Indonesia. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis: 

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah 

daerah kabupaten dan kota. 



Penelitian Sumarjo (2010) dijelaskan kalau meningkatnya PAD adalah salah 

satu faktor pendukungMkinerja ekonomiMmakro. Positifnya pertumbuhan akan 

mendorongMadanya perbaikan infrastruktur daerah dengan adanya investasi. Baiknya 

infrastruktur suatu daerah dan tingginya investasi di suatu daerah maka akan 

meningkatkan PAD suatu Pemda. Disebutkan pada penelitian Adi dalam Sumarjo 

(2010) bahwa meningkatnya PAD harusnya juga didukung dengan meningkatnya 

layanan kepada publik. Kinerja pemda yang baik dicerminkan dengan kualitas 

layanan publik yang baik pula. Ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Wenny, (2013) dan juga penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012) yang 

mendapatkan pendapatan asli suatu daerah memiliki berpengaruh yang positif 

terhadap kinerja Pemda. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis: 

H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah 

daerah kabupaten dan kota. 

Dalam penggunaanya DAU ditetapkan oleh daerah, namun penggunaannya 

dan penerimaanMumum lainnya dalamMAPBD harus tetap pada kerangka 

pencapaian tujuan pemberianMotonomi kepada daerah yaitu peningkatan 

pelayananMdan kesejahteraanMmasyarakat yangMsemakin baik. Besarnya 

penerimaan DAU yang diterima akan mempengaruhi pemerintah dalam melakukan 

pengawasan. Daerah yang mendapati penerimaan DAU yang besar akan mendapatkan 

pengawasan yang lebih dibandingkan daerah yang mendapatkan DAU yang lebih 

kecil . Tentu hal ini akan memotivasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan 

kinerja yang baik dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat yang lebih besar 

(Sudarsana, 2013). Hal ini diperkuat oleh hasil yang ditemukan pada penelitian 

Mustikarini dan Fitriasari (2012) yangMdidapati simpulan bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusatMmemiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

H3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap 

kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota. 

Tujuan utama dari sistem organisasi pengendalian internal adalah untuk 

memberikan manajemen administrasi dengan jaminan yang wajar bahwa informasi 

keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; organisasi sesuai dengan kebijakan, 

rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak; aset dijaga terhadap kerugian dan 

pencurian; sumber daya yang digunakan secara ekonomis dan secara efisien; dan 

tujuan dan sasaran untuk operasi atau program yang ditetapkan dapat dipenuhi 

(Fadzil, et al., 2005). Terselenggarakannya sistem pengendalian internal dengan baik 

tentu akan memberikan kinerja yang baik pula terhadap jalannya pemerintahan di 

daerah. Banyaknya kasus temuan pelanggaran sistem pengendalian internal 

mengindikasikan bahwa tidak baiknya penerapan SPI didaerah tersebut, dan 

begitupun sebaliknya. 



H4: Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Opini audit merupakan bentuk pernyataan professional seorang auditor sebagai 

kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Opini audit BPK merupakan salah satu tolak ukur atau 

indikator untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintahan. Opini ini dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang 

disajikan oleh pihakMyang diaudit. Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK 

yang diberikan seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu 

pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

opini audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka 

dapat dikembangkan hipotesis: 

H5: Opini audit berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah 

 

 

 

 

 

Model Penelitian 
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Populasi dan Sample Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah 

kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kabupaten/kota di Indonesia yang sudah memenuhi kriteria. Kriteria pengambilan sample 

adalah menggunakan metode purposive sampling dengan ketentuan setiap kabupaten/kota 

harus mempunyai data yang lengkap, yaitu meliputi; Neraca untuk mengetahui total asset, 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengetahui PAD dan DAU, serta Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan I dan II tahun 2016 untuk mengetahui jumlah kasus kelemahan sistem 

pengendalian internal dan hasil opini audit BPK 

 

Jenis dan Sumber Data. 

Jenis dataMyang dipakai pada penelitian ini adalahMdata sekunder. Data variabel  

opini audit BPK serta untuk mengetahui jumlah kasus kelemahan Sistem Pengendalian 

Internal bersumber dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2016 yang didapat dari 

www.bpk.go.id yang merupakan websitenya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk 

mendapatkan data total aset, total anggaran belanja, belanja modal, DAU, PAD, serta total 

realisasi anggaran pendapatan diperoleh dari websitenya kementerian keuangan yaitu 

www.djpk.depkeu.go.id. Dan diwebsitenya kementerian dalam negeri yaitu 

otda.kemendagri.go.id untuk mendapatkan data peringkat skor kinerja pemda Kabupaten dan 

Kota. 

Metode Pengumpulan Data 

Penelititan ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder dan mengolah 

data yang berhubungan denganMpenelitian ini. Serta melakukan studi pustaka, yaitu 

mengambil data untuk landasan teori dan juga penelitian yang terdahulu yang didapati 

dariMdokumen, artikel serta sumberMtertulis lainnya. 

Definisi Operasional Variable dan Pengukurannya 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. 

Ukuran kinerja penyelenggaran pemerintah daerah dalam penelitian ini 

menggunkan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) 

atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahh Daerah (LPPD) yang diterbitkan oleh 

Kementrian Dalam Negeri RI. Unit analisis pada penelitian ini berdasarkan 

periodisasi tahun kepemimpinan kepala daerah. Penggunaan skor EKPPD sebagai 

ukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijumpai dalam penelitian Mustikarini & 

Fitriasari (2012), Sudarsana & Rahardjo (2013). Dalam rentang nilai 0-4, dengan 

kategori sebagai berikut: 

 

 Skor 0 – 1 = Rendah 

 Skor 1 – 2 = Sedang 



 Skor 2 – 3 = Tinggi 

  Skor 3 – 4 = Sangat Tinggi. 

 

Variable Independen 

Ukuran daerah diukur dengan total aset yang dimiliki oleh suatu Pemda. 

Penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012), Sudarsana (2013) ukuran 

pemerintahMdaerah dinilai dari totalMaset suatu daerah. Pada penelitian ini 

digunakan logaritmaMnatural (Ln) dari total aset yang digunakan oleh Mustikarini 

dan Fitriasasi (2012) pada penelitiannya. Karena besarnyaMtotal aset suatu 

pemerintah daerah dan juga besarnya selisih total aset antara suatu daerah dengan 

daerah lainnya, maka dari itu digunakan logaritma natural agar tidak terjadinya data 

yang tidak normal. Dilakukakannya logaritma natural dari total aset agar mengurangi 

perbedaan tersebut. 

 

 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

yang didapat daerah yang bersumber dariMdalam daerahnya sendiri yang dikutip 

berdasarkan peraturan daerah sesuaiMdengan peraturan perundang-undanganMyang 

berlaku. Di penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasasi (2012) PAD 

dibandingkanMdengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran rasio pendapatan 

asli daerah. Maka pada penelitian ini variabel pendapatan asli daerah diukur dengan 

rumus :  

 

 

 

PenelitianMMustikarini dan Fitriasasi (2012) dan Sudarsana (2013), tingkat 

ketergantunganMdengan pusatMdiukur dengan besarnyaMDana Alokasi Umum 

dibandingkanMdengan total pendapatan. Disebutka pada UU No. 33 Tahun 2004 

bahwa DAU adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang alokasinya untuk memeratakan kemampuan keuangan antara daerah satu 

dengan yang lain untuk membiyai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 

desentralisasi. DAU setiap kabupaten dan kotaMdapat dilihat di dana 

perimbanganMdalam Laporan RealisasiMAPBD. Variabel tingkat kekayaan diukur 

dengan rumus :  

 

 

 

Ukuran Daerah = Ln (total aset) 

kuran 

Daerah = Ln 

(total aset) 

 

Pendapatan asli daerah = 
𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 =  
𝐷𝐴𝑈

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 



Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPK, kelemahan pada sistem 

pengendalian internal atas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga aspek, 

antara lain; kelemahan sistemMpengendalian akuntansi dan pelaporan, 

kelemahanMsistem pengendalianMpelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur 

pengendalian internal. BerdasarkanMstandar audit yang ditetapkan oleh BPK, 

banyaknya jumlah kelemahan  sistem pengendalian internal dapat dilihat dari 

temuan/kasus yang terjadi terkait sistem pengendalian internal yang dikeluarkan oleh 

BPK. SPI diukur dengan menggunakan jumlah kasus kelemahan SPI tiap 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terdapat pada buku 2 Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester I dan II.  

Opini merupakanMpernyataan profesional sebagaim kesimpulan pemeriksa 

mengenai tingkat kewajaranMinformasi yang disajikanMdalam laporan keuangan. 

Variabel ini diukurMdengan skala 5 poin dapatMdilihat pada Tabel berikut. 

Nilai Opini Audit 

 

Opini Audit BPK atas LKPD Nilai 

Wajar TanpaMPengecualian (WTP) 5 

Wajar TanpaMPengecualian denganMParagraf 

Penjelas (WTP-DPP) 
4 

Wajar DenganMPengecualian (WDP) 3 

TidakMWajar (TW) 2 

TidakMMemberikanMPendapat (TMP) 1 

Sumber ; BPK RI 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel Penelitian 

 
Kriteria Sampel Sampel 

Memiliki Laporan Neraca, PAD, dan DAU dalam LKPD 

Kabupaten/Kota TA 2016 
509 

LKPD Kabupaten/Kota TA 2016 yang telah diaudit dan 

dipublikasi oleh BPK RI 
506 

Memiliki data skor EKPPD yang diterbitkan KEMENDAGRI 489 

Jumlah data sampel yang dipakai dan akan diolah 486 

Data Outlier 129 

Jumlah data sampel yang diolah 357 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 



Pemerintah daerah yang menjadi objek pada penelitian ini adalah semua 

pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Data yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan datas ekunder  yang didapat melalui website BPK, 

Kemendagri, dan Kemenkeu tahun 2016. Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih 

dengan metode purposive sampling dengan ketentuan Pemda Kabupaten dan Kota 

yang dipilih memiliki semua data yang lengkap yang dibutruhkan: Neraca untuk 

mengetahui laporan total asset. Laporan realisasi anggaran untuk mengetahui laporan 

PAD dan DAU serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK. Untuk  

mendapatkan hasil opini audit dan jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian 

internal pada pemerintah daerah. Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  sebanyak  

542,  berdasarkan metode purposive sampling yang digambarkan pada tabel diatas 

maka diperoleh sampel sebanyak 357 pemerintah daerah kabupaten dan kota. 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Tabel  di atas  medeskripsikan  variabel-variabel  yang  digunakan pada 

penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ln_TA 357 27,19 31,03 28,4540 ,58955 

PAD 357 ,01 ,47 ,1040 ,07972 

DAU 357 ,12 ,85 ,5136 ,10348 

OPINI 357 1 5 4,43 1,030 

SPI 357 2 19 7,18 2,807 

KNRJ 357 2,01 3,59 3,0065 ,24657 

Valid N (listwise) 357         



Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardize

d Residual 

N 358 

Normal Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 

   
Std. Deviation 

,14682827 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,043 

   
Positive 

,024 

   
Negative 

-,043 

Kolmogorov-Smirnov Z ,809 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,530 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai  Asymp.  Sig. (2-tailed) sebesar  

0,530. Berdasarkan  hasil  tersebut  nilainya  lebih  besar  dari  0,05  maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing 

variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa 

hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinieritas 

Variable Tolerance VIF 

Ukuran Daerah 0,442 2,262 

Pendapatan Asli Daerah 0,630 1,587 

Dana Alokasi Umum 0,513 1,949 

Opini Audit 0,877 1,140 

Sistem Pengendalian Internal 0,954 1,048 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Varibel  Sig. Keterangan 

Ukuran Daerah 0,635 Bebas Heteroskedastisitas 

Pendapatan Asli Daerah 0,202 Bebas Heteroskedastisitas 

Dana Alokasi Umum 0,167 Bebas Heteroskedastisitas 

Opini Audit 0,088 Bebas Heteroskedastisitas 

Sistem Pengendalian Internal 0,335 Bebas Heteroskedastisitas 



Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel 

independen  memiliki  nilai  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  lebih  

kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi 

multikolinieritas pada model regresi. 

 

Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,803(a) ,645 ,640 ,14787 1,540 

          Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Nilai Adjusted R Squere sebesar 0,64 artinya variable dependen 

dijelaskan oleh variable independen sebesar 64% dan sisnya 36% di jelaskan 

oleh variable yang tidak diteliti. 

Uji Signifikansi Simultan (F) 

Uji F 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,974 5 2,795 127,821 ,000(a) 

  Residual 7,696 352 ,022     

  Total 21,670 357       

              Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan pengujian statistik F pada Tabel 4.7 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi F (0,000) yang lebih kecil dari alpha (0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu karena nilai sig < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Hipotesis (t) 

Uji Hipotesis 

Variable Unstandardized Coefficients 
Sig. 

    B Std. Error 

1 (Constant) 2,483 ,598 ,000 

  Ln_TA -,003 ,020 ,867 

  PAD 1,447 ,124 ,000 

  DAU -,056 ,106 ,594 

  OPINI ,126 ,008 ,000 

  SPI -,008 ,003 ,004 

                    Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Hipotesis diterima apabila nilai sig < 0,05. Dari tabel diatas dapat diketahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

pengujian pada tabel menunjukan variabel ukuran daerah (Ln_TA) memiliki 

nilai koefisien regresi -0,003 dan nilai sig. 0,867 > alpha 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung. variabel Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi 1,447 dan nilai sig. 0,000 < 

alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 terdukung, 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positih terhadap kinerja pemerintah 

daerah. variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien regresi 

-0,056 dan nilai sig. 0,594 > alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 3 tidak terdukung. variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

memiliki nilai koefisien regresi -0,008 dan nilai sig. 0,004 < alpha 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 terdukung, Sistem pengendalian 

internal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. variabel 

Opini Audit (OPINI) memiliki nilai koefisien regresi 0,126 dan nilai sig. 

0,000 < alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 terdukung, 

opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Berdasararkan hasil pengujian yang dilakukan dapat di ketahui bahwa 

total aset tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang 

ditunjukan dengan nilai sig dari total aset yang lebih besar dari nilai alpha. 

Ukuran pemda dengan aset yang tinggi tidak dapat mempengaruhi kinerja, hal 

ini karena aset yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk 

pelayanan publik. 

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Suhardjanto et.,al 2010) 

menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang 

daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan dan pengelolaanya. Hal ini dikarenakan 



daerah yang memiliki total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar 

dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik, karena total aset yang besar 

juga akan diikuti dengan penyalah gunaan yang besar dan akan berdampak terhadap 

kinerja Pemda. 

Penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Made, et 

al., 2018) yang menyebutkan bahwa penyebab aset tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karna adanya peran aset dalam meningkatkan kinerja pemda belum maksimal 

dan belum dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Sumber daya dan fasilitas yang 

disediakan belum memadai sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Aset 

yang dimiliki digunakan untuk tujuan selain untuk penyediaan informasi dan 

teknologi komunikasi serta infrastruktur untuk daerah, yang harus sangat berguna 

bagi masyarakat untuk nmendapatkan akses dan pelayanan yang baik. 

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhapap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan  pengujian  yang  telah dilakukan  menunjukkan  bahwa 

variabel pendapatan  asli daerah memiliki pengaruh yang positif  terhadap 

kinerja pemerintah daerah, ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah, 

maka semakin bagus kinerja suatu  pemerintah  daerah. Hasil ini seseuai 

dengan hasil penelitian, Saragih (2003) menunjukan bahwa peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah, dengan penjelasan bahwa semakin tinggi pendapatan asli suatu 

daearah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi positif bagi masyarkat 

daerah tersebut. 

Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi representatif dari kinerja 

pemerintah daerah. Semakin tinggi hasil pendapatan asli daerah 

menggambarkan kemandirian yang baik dari daerah tersebut dalam memenuhi 

sarana dan prasarana dengan memaksimalkan kekayaan dan potensi daerah 

secara maksimal. Pada dasarnya  pendapatan itu bersumber dari masyarakat. 

Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan 

pembangunan. Oleh karena itu PAD yang ada harus digunakan demi 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

 

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan bahwa 

variabel tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur melalui nilai DAU 

memiliki pengaruh negatif terhadap   kinerja   pemerintah   daerah,   ini 

menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah 

pusat   maka   semakin   rendah   kinerja   pemerintah   daerah. Disebutkan 

pada Indrarti (2011) bahwa ketergantungan daerah tehadap DAU  dari pada  

PAD,  berarti  daerah  tersebut memiliki tingkat  kemandirian yang rendah, ini 

menggambarkan bahwa  pemerintah daerah tidak bisa membiayai 

penyelenggaraan  pemerintahannya  dengan dana yang bersumber dari 

daerahnya sendiri karena lebih bergantung pada dana transfer dari pusat. 

Dengan kata lain ini juga menggambarkan nahwa pemerintah daerah  belum  



dapat  mengelola  secara  optimal  kekayaan yang ada   di daerahnya tersebut.  

Pengelolaan daerah yang belum optimal menunjukkan kinerja 

penyelenggaraan yang belum baik pula. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zulfikar (2013) yang menyebutkan bahwa sebagian besar DAU dialokasikan 

untuk belanja pegawai dan hanya sebagian kecil untuk belanja modal sehingga 

pengembangan sarana dan prasarana fasilitas kurang maksimal. Besarnya 

DAU belum digunakan secara baik untuk membiayai program-program 

pemda. Hal ini yang diduga bahwa belanja lebih besar dari pendapatan. 

Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemda terhadap pusat akan menjadikan 

pemda yang cenderung pasif dan tidak kreatif dalam mengembangkan 

daerahnya, hal inilah yang menurunkan kinerja pemda itu sendiri. 

 

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Penmerintah 

Daerah 

Berdasarkan hasil tabel analisis Sistem Pengendalian Internal dengan 

menggunakan regresi linear berganda menunjukan bahwa sistem pengendalian 

internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah 

daerah. Hasil ini sejalan dengan logika peneliti, bahwa Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) merupakan salah satu item yang diteliti oleh BPK untuk 

menghasilkan sebuah opini audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

setiap tahunnya. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti memeiliki tiga 

aspek besar yaitu, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 

dan kelemahan struktur pengendalian intern dimana dalam setiap aspek 

tersebut terdapat beberapa komponen SPI yang lebih rinci menjelaskan setiap 

pelanggaran SPI yang ada pada suatu pemerintah daerah. Penelitian ini 

menggunakan jumlah angka pelanggaran penegakan SPI terhadap 3 aspek 

tersebut yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Semakin 

tinggi jumlah temuan pelanggaran maka mengindikasikan lemahnya kinerja 

suatu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. 

 

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil 

bahwa variabel opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa besarnya nilai opini audit oleh 

BPK maka menunjukkan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan  oleh 

Made, et all., (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan 

melalui opini audit memiliki efek positif yang signifikan pada transparansi 

pemerintah daerah di Indonesia. keuangan. Peningkatan transparansi sangat 

dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan 

penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan gangguan. 

Pemerintah daerah adalah pihak yang diberikan mandat untuk mengelola dana 



dari masyarakat, sehingga keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana 

sangat bergantung pada instansi pemerintah daerah yang melaksanakan itu 

(Adisasmita, 2011). Pengelolaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai respon masyarakat kepada pemerintah 

tentang tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010). 

 

Simpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian 

Simpulan 

1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 

3. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh 

terehadap kinerja pemerintah daerah 

4. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah 

daerah  

5. Nilai opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 

 

Saran 

1. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel dan melakukan 

pengembangan model dalam penelitian seperti menambahkan variabel 

intervening atau moderasi dalam penelitian yang terkait dengan kinerja 

pemerintah daerah 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan 

keuangan yang lebih lengkap dan tahun penelitian yang lebih lama, sehingga 

hasil penelitian yang didapat sesuai dengan yang diharapkan dan lebih rinci. 

Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dalam satu periode yaitu periode tahun anggaran 2016 

2. Karakteristik pemba hanya menggunakan 3 variabel yaitu; total aset, PAD, 

dan DAU 

3. Variabel indpenden pada penelitian ini hanya bisa menjelaskan 64% terhadap 

variabel dependen, sedangkan lebihnya yaitu sebesar 36% terdapat pada 

variabel yang lain tidak masuk dalam model penelitian. 
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